
GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

': Menimbang : a' 
i3lffi iTtil*ffi';l;?HffH;#HI"#"-H'?**tr il
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2Afi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2ALO tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat
diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan tahun berjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2Ol7;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun L967 Nomor L9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 28281;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52341;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2At4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 20 15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia
Nomor 285al,;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tata
Cara Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l;

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ot6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot6 Nomor LL4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

1-1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2AL9;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OOo
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ALl
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
20OB tentang Tahapan, Tatacara Pen5rusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2OL6
tentang Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2O17;

http://jdih.bengkuluprov.go.id

http://jdih.bengkuluprov.go.id


15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OOT

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Frovinsi Bengkulu Tahun 2AAT Nomor 6)
sebagaimana telah idubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 4 Tahun 2OLO tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OAT
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

{Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OlO
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010
Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2OL6
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2OL6 Nomor 61205l;

18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 ?ahun 2AL6
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Bengkulu (l,embaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2016 Nomor 8);

19. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 24L6,
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun zAfi (Berita Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2AL6 Nomor 31);

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2OL7,

PERUBAHAN RENCANA
PROVINSI BENGKULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perarrgkat daerah sebagai un$ur

penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur pelaksana
pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu;

4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu,
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi Bengkulu.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unit Kerja

Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang
daerah.
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8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya
disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Bengkulu.

9. Kepala Badan adatah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Bengkulu.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu yang
selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2OL6-2A21 yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1

{satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang

dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi
tahun yaitu tahun 2OL7.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah
renca:ra pembangunan tahunan PD yang merupakarl dokumen perencanaan PD
untuk periode I (satu) tahun yaitu Tahun 201'7.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA PD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan suatu PD, serta pagu anggar€ur sementara didasarkan atas Kebijakan
Umum Anggaran (IilJA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang
adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana
pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.

Pasal 2

Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun ?ALT merupakan dokumen lanjutan
dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2OL7 , yang disusun akibat terjadinya perubahan
asumsi dari RKPD Provinsi Bengkulu Tahun %OLT yang meliputi: perubahan
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

(U Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 berisi pedoman, arahan dan acuan bagr penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di Provinsi Bengkulu pada Tahun zOtT dengan
memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

(2) Perubahan RKPD Frovinsi Benglulu Tahun z0fi disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PET,AKSANAAN RKPD
BAB III PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGATAN PRIORITAS

DAERAH
BAB IV PENUTUP

(3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2OLT
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 rcrruang dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

selanjutnya disebut RKPD adalah
Bengkulu untuk periode 1 (satu)
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Pasal 4

Perubahan RKPD Provinsi Bengkulu Tahun ?,OLT sebagaimana dimaksud Pasal 3 di
atas digunakan sebagai :

a. Pedoman bag Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk pen5ru$unan Kebijakan
Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sernentara
Perubahan dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah {RAPtsD} Provinsi Bengkulu Tahun ?Aff;

b. Pedoman bagr Perangkat Daerah dalam penyusunan dan penyesuaian
Rencana Kerja Perangkat Daerah {Renja-PD) serta Rencana Keda Anggaran
Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2O1"71

c. Alat unhrk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pe}aksanaan dan pengawasan pembangunan'

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapa.t mengetahuinya, memerintahisn pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Juli ?Afi

Plt. GUBERNUR BENGKULU

ttd.

F{. ROHIDIN MERSYAH
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Juli 2017

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd.

H. GOTRI SUYANTO

PROVTNSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 25
dengan aslinya

HUKUM,

/ "-w TK.I
NIP. 19700623 2A0902 1 oo3

fl
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